ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Ampel Surabaya Surabaya Terhadap Kebolehan Aborsi Bagi Wanita Korban
Perkosaan” ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research). Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana pandangan dosen Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Surbaya terhadap Kebolehan
Aborsi Bagi Wanita Korban Perkosaan ? dan, 2) bagaimana tinjauan hukum Islam
terhadap Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum terhadap Kebolehan
Aborsi Bagi Wanita Korban Perkosaan ?

Data Penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan subjek penelitian dan
studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola
pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada perbedaan pendapat yang terjadi di
antara dosen, ada yang mengatakan bahwa aborsi bagai wanita hamil karena
perkosaan hukumnya adalah haram, ada juga yang mengatakan bahwa aborsi dengan
indikasi perkosaan dapat diperbolehkan dan terakhir ada yang mengatakn bahwa
aborsi bagi wanita hamil disebabakan perkosaan dapat dilakukan dan boleh
hukumnya dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan baik secara
agama dan hukum Indonesia. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh tiga hal,
yaitu : 1) Waktu ditiupkannya ruh kedalam Rahim, 2) Kerusakan dan kemaslahatan
yang timbul, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 sebagai Lex Specialis.
Dengan tiga perbedaan tersebut menjadikan pandangan dosen menjadi berbeda.
Penulis akhirnya menyimpulkan bahwa kerusakan pisikologis yang ditimbulkan oleh
perkosaan menimbukan kerusakan yang sangat besar dan dapat membahayakan
nyawa baik wanita yang hamil dan janin yang ada di dalam kandungannya. Maka
aborsi dapat dilakukan dengan syarat terpenuhinya semua persyaratan yang ada di
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan reproduksi dan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

Saran pernulis dalam penelitian ini bahwa aborsi bagi wanita hamil disebabkan
oleh perkosaan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2014 harus ditinjau kembali sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam
penerapannya. Seperti pengawasan dalam aborsi bagi wanita hamil karena
perkosaan dan lain-lain.
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